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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 69/PMK.07/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

b. bahwa untuk meningkatkan dukungan penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu 

melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai 

penyaluran, penggunaan, dan pemantauan dan evaluasi 

dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6570); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

222/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 

RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa 

setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana 

hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah 

kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil 

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 

bupati/wali kota. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 

ketentuan: 

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 

sampai dengan bulan kelima dan 

kebutuhan Dana Desa untuk penanganan 
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pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) paling cepat bulan Januari; 

dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima 

paling cepat bulan Januari untuk bulan 

kesatu dan paling cepat masing-masing 

bulan berkenaan untuk bulan kedua 

sampai dengan bulan kelima; 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam 

sampai dengan bulan kesepuluh paling 

cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan keenam sampai dengan bulan 

kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk 

bulan keenam dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan 

ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; 

dan 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kesebelas sampai dengan bulan kedua 

belas paling cepat bulan Juni; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kesebelas sampai dengan bulan 

kedua belas paling cepat bulan November 

untuk bulan kesebelas dan paling cepat 

akhir bulan November untuk bulan kedua 

belas. 
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(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri 

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu 

sampai dengan bulan ketujuh dan 

kebutuhan Dana Desa untuk penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) paling cepat bulan Januari; 

dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kesatu sampai dengan bulan 

ketujuh paling cepat bulan Januari untuk 

bulan kesatu dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan 

kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian: 

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan 

Dana Desa untuk BLT Desa bulan 

kedelapan sampai dengan bulan kedua 

belas paling cepat bulan Maret; dan 

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa 

bulan kedelapan sampai dengan bulan 

kedua belas paling cepat bulan Agustus 

untuk bulan kedelapan dan paling cepat 

masing-masing bulan berkenaan untuk 

bulan kesembilan sampai dengan bulan 

kesebelas, serta paling cepat akhir bulan 

November untuk bulan kedua belas. 

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan status Desa hasil penilaian yang 

dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh 
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